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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan 

nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang  Dasar 1945. Salah 

satu program  peningkatan perekonomian masyarakat adalah pemberian 

kredit kepada masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat pada umumnya. Bank merupakan  salah satu lembaga 

keuangan yang sangat penting. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbaharui 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Salah satu peran penting 

lembaga keuangan bank yaitu bagi perekenomin masyarakat  seperti 

lembaga penyedia jasa keuangan dan penyimpanan dana serta bentuk jasa 

lainnya.
1
 

Ketika mendirikan suatu usaha hal yang utama harus diperhatikan 

adalah modal. Pada dasarnya pengusaha memerlukan modal tambahan 

untuk merintis usaha atau bisnisnya. Baik perseorangan atau badan usaha 

biasanya mengajukan pinjaman dari lembaga keuangan dengan 

pembayaran kredit. Perbankan memiliki  sumber dana dari masyarakat 

yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 
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pinjaman, salah satunya dalam bentuk pemberian kredit.
2
  Pemberian 

kredit ditujukan untuk perseorangan atau badan hukum yang terjalin 

hubungan dan kesepakatan melalui perikatan sesuai ketentuan Pasal 1338 

KUHPerdata tentang asas dan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. 

Hal ini tentunya akan membentuk suatu hubungan kontraktual yang 

mengikatkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan 

kesepakatan bersama.
3
 

Berdasarkan pada kenyataannya, dalam hal pemberian kredit 

seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Debitur karena 

lemahnya aspek yuridis yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak 

mendukung
4
. Agar perjanjian kredit lancar antara  pihak Debitur dan 

Kreditur, pihak Debitur menyerahkan jaminan kepada Kreditur sebagai 

bentuk keyakinan untuk melunasi hutangnya. Jaminan tersebut adalah 

milik Debitur apabila  Debitur atau pihak ketiga tidak melaksanakan 

kewajibannya secara pasti sesuai waktu yang telah ditetapkan 

(wanprestasi).
5
 

Adanya perjanjian jaminan ini merupakan bentuk keyakinan antara 

Debitur dan Kreditur untuk melunasi hutangnya. Dilihat dari segi jenisnya, 

jaminan harta benda ini dapat berupa hak  tanggungan, hipotek, gadai dan 

                                                           
2
 Ivaliana Astarina dan Angga Hapsila, 2019, Manajemen Perbankan, Yogyakarta, 

Deepublish, hlm.1-2. 
3
 Etty Mulyati, 2016, Kredit Perbankan, Bandung, Refika Aditama, hlm, 182-184. 

4
 Melayu S.Hasibuan, 2008, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 88. 

5
Rinda Asytuti, 2015, Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di 

Indonesia, Pekalongan, CV Duta Media Utama, hlm. 135. 
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fidusia. Sedangkan jaminan perorangan dapat berupa penanggungan utang 

dan perjanjian garansi. Biasanya salah satu benda yang dijaminkan adalah 

tanah, karena tanah itu sendiri memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi 

dan juga pembebanan tanah mempunyai keistimewaan dalam 

melaksanakan eksekusi untuk mendapatkan kembali piutang apabila 

Debitur dinyatakan tidak mampu untuk melunasi kredit pinjamannya 

karena faktor eksternal maupun internal atau biasanya disebut kredit 

macet.
6
 

Perjanjian pada suatu kredit bank adalah perjanjian baku, di mana 

isi dalam perjanjian terdapat klausul-klausul perjanjian kredit yang dimuat 

di dalam formulir  akan tetapi tidak terikat pada suatu bentuk tertentu.
7
 

Perjanjian kredit yang dibuat berisi kesepakatan tentang hak dan 

kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini kemudian 

membentuk  hubungan kontraktual di mana para pihak meletakkan hak 

dan kewajiban  sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.  

Dalam praktik perbankan  suatu perjanjian kredit merupakan suatu 

perjanjian tidak bernama serta dasar hukum untuk perjanjian kredit berlaku 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang isinya mengandung asas 

kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberi 

kebebasan untuk membuat isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan 

                                                           
6
 Syafril, 2020, Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya, Jakarta, Pradana Media, 

hlm.110. 
7
 Djoni S.Gazali, 2010, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 319. 



4 
 

 

 

Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
8
 Sesuai dengan 

ketentuan tersebut perjanjian yang dibuat secara sah oleh masing-masing 

pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Pemberian kredit memiliki keuntungan tersendiri bagi pihak bank 

karena dengan diberikannya kredit kepada masyarakat  pihak bank 

memperoleh biaya provisi kredit dan pendapatan administrasi kredit. Akan 

tetapi pada kenyataannya pihak Debitur masih banyak yang tidak 

memenuhi kewajibannya  tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. 

Adanya kredit bermasalah atau kredit macet akan  menurunkan pendapatan 

yang diperoleh bank, sehingga terjadinya penurunan laba yang kemudian 

berpengaruh pada sektor perekonomian secara makro. Jika terjadi kredit 

macet pihak bank akan berupaya mencari solusi untuk menyelamatkan 

kredit yang salah satunya dengan cara memberikan perpanjangan waktu 

pelunasan kepada pihak Debitur agar dapat melunasi kredit dalam jangka 

waktu tertentu. 

Secara umum asas kredit macet merupakan persoalan hukum 

perdata, yaitu hubungan personal antara perseorangan atau badan hukum 

dengan lainnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Pada umumnya 

penyelesaian kredit macet pada bank dilakukan melalui mekanisme 

penyelesaian hukum dengan bantuan dari pihak kejaksaan. Kerja sama 

yang dapat diberikan oleh kejaksaan dapat berupa bantuan hukum baik 
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secara litigasi maupun non litigasi, yang mana harus didasari dengan surat 

kuasa khusus yang diberikan oleh bank. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat 

(2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan 

bewenang dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta kejaksaan 

dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara 

atau pemerintah.
9
 

Tugas dan fungsi jaksa Pengacara Negara diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata 

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur kewenangan jaksa 

pengacara negara dalam sistem peradilan perdata dan tata usaha negara. 

Selain itu juga  Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa “pada bidang perdata 

dan tata usaha negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1)  meliputi 

penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan 

hukum lain kepada negara atau pemerintah, yang meliputi lembaga negara, 

instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 

Milik  Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk 

memulihkan serta menyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan 

pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada 

masyarakat”. 

Bank Sumsel Babel cabang Muaradua sebagai salah satu bank 

BUMN yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang 

                                                           
9
 Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia. 
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menyediakan jasa pemberian kredit kepada masyarakat dengan sebuah 

kewajiban secara pasti. Akan tetapi banyak timbul permasalahan,  di 

antaranya debitur yang tidak tepat waktu membayar angsuran, dan debitur 

yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang 

mengakibatkan tunggakan atau kredit macet bagi bank Sumsel Babel 

cabang Muaradua. Oleh karena itu, pihak bank meminta bantuan hukum 

kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu 

Selatan untuk menganalisis dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam 

penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh nasabah bank Sumsel 

Babel cabang Muaradua.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan 

permasalahan pada skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah 

kredit macet antara nasabah dengan pihak Bank Sumsel Babel cabang 

Muaradua? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi  oleh Jaksa Pengacara Negara dalam 

pemberian bantuan hukum terhadap penyelesaian kredit macet terhadap 

nasabah Bank Sumsel Babel cabang Muaradua? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  penjelasan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dilakukan penulisan ini yaitu : 

1. Untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara  dalam menyelesaikan 

masalah kredit macet antara nasabah dengan Bank Sumsel Babel cabang 

Muaradua. 

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara 

dalam pemberian bantuan hukum terhadap penyelesaian masalah kredit 

macet antara  nasabah dengan Bank Sumsel Babel cabang Muaradua. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media pembelajaran 

berupa dasar pemikiran  terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat 

umum dan bagi perkembangan ilmu hukum, serta diharapkan memberikan 

manfaat dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa 

Pengacara Negara. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk membantu dan 

memberikan informasi bagi pihak terkait seperti: 
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a. Kejaksaan 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi instansi 

Kejaksaan guna menambah masukan terhadap kinerja sehingga dapat 

lebih berkembang. 

b. Masyarakat 

Untuk masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian skripsi ini 

dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang baru mengenai 

apa saja peran kejaksaan dan juga bantuan yang diberikan jaksa 

pengacara negara  sehingga dapat membantu masyarakat dalam 

menangani perkara yang dialami. 

c. Penulis  

Manfaat untuk penulis dapat memberikan referensi dan wawasan baru 

mengenai peran kejaksaan dalam menangani perkara perdata serta 

dapat mendalami ilmu hukum terutama di bidang Hukum Perdata 

serta dapat mengetahui bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan 

oleh jaksa pengacara negara pada perkara perdata dan 

keefektivitasannya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah bagian  penting dari penelitian itu 

sendiri, karena isinya mendeskripsikan batas penelitian, menjelaskan 
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secara spesifik permasalahan serta memberikan batasan pada penelitian.
10

  

Pada penulisan skripsi ini penulis membatasi pada ruang lingkup yaitu 

untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran jaksa pengacara 

negara dalam menyelesaikan masalah kredit macet antara nasabah dengan 

Bank Sumsel Babel cabang Muaradua dan kendala apa saja yang dihadapi 

jaksa pengacara negara dalam melaksanakan  bantuan hukum dalam 

penyelesaian masalah kredit macet nasabah Bank Sumsel Babel cabang 

Muaradua tersebut. 

 

F. Kerangka Teori 

Menurut Jonathan H.Turner teori itu sendiri merupakan penjabaran 

dari ide pemikiran dalam mengembangkan sebab akibat terjadinya suatu 

peristiwa. Agar terwujudnya penegakan hukum yang adil dalam 

menjalankan bantuan hukum suatu perkara perdata, maka penulis 

mengunakan kerangka teori yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Teori Perjanjian 

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan 

hukum antara pihak yang satu dengan pihak lain melakukan perjanjian 

yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sepakat untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu . Artinya, kedua belah pihak sepakat untuk 

membuat peraturan atau kaidah yang kemudian mengikat kedua belah 
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 Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT.Raja Grafindo 

Persada,  hlm. 111. 
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pihak untuk menaati serta melaksanakan  perjanjian tersebut. Kesepakatan 

tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak 

dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka 

akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi pelanggar.
11

 

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang 

lain. Pasal ini menerangkan tentang perjanjian secara sederhana yang 

menggambarkan dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan adanya 

kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai 

kebebasan berpendapat. Para pihak tidak mendapatkan tekanan yang 

mengakibatkan adanya cacat perjanjian bagi  kebebasan tersebut. Serta 

kebebasan berpendapat harus sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku. 

Penulis menggunakan teori ini karena, berkaitan dengan penulisan 

skripsi ini, dalam pemberian kredit antara pihak Bank selaku Kreditur dan 

nasabah selaku Debitur terlebih dahulu telah membuat perjanjian. Menurut 

Djuhaendah Hasan perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama 

serta dasar hukum yang berlaku untuk perjanjian kredit dimuat dalam 

Pasal 1338 KUHPerdata  yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak, 
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 Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, 

Liberti, hlm. 103. 
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dan perjanjian ini  sah  berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya.
12

 

2. Teori Wanprestasi 

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban atau kelalaian 

yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut 

Subekti wanprestasi itu sendiri yaitu apabila debitur tidak melakukan 

kewajibannya maka dia dapat dikatakan melakukan 

wanprestasi.Wanprestasi itu sendiri dapat terjadi apabila melanggar 

perjanjian dengan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.
13

 

Dari pengertian di atas wanprestasi dapat berupa perbuatan di bawah ini: 

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. 

b. Tidak melakukan prestasi dengan sempurna. 

c. Terlambat memenuhi prestasi. 

d. Melakukan hal-hal yang dilarang di dalam perjanjian. 

Seorang Debitur itu sendiri dapat dikatakan melakukan 

wanperestasi apabila ia telah diberikan peringatan oleh pihak Kreditur 

mengenai kesalahan yang telah dilanggar dalam perjanjian. Peringatan 

pelanggaran dapat diberikan sebanyak tiga kali oleh  kreditur dan apabila 

peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Kreditur berhak membawa 

persoalan ini ke pengadilan atau memilih jalur nonlitigasi dengan meminta 

                                                           
12

 Djuhaendah Hasan.1996. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain 

Yang Melekat Pada Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Bandung, Citra Aditya 

Bakti. hlm. 176. 
13

 Subekti, 2019, Hukum Perjanjian, Cetakan III, Jakarta, Intermasa. hlm.506. 
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bantuan Jaksa Pengacara Negara untuk menangani serta menyelesaikan 

perkara yang terjadi. 

3. Teori Penyelesaian Sengketa 

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang membahas 

mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sengketa, serta solusi yang 

dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan menganalisis 

jenis sengketa berdasarkan kelompoknya yang terjadi di lingkup 

masyarakat.
14

 Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin  terdapat 5 

teori penyelesaian sengketa antara lain sebagai berikut: 

a. Contending (Bertanding) 

Melakukan penerapan suatu solusi yang lebih disukai salah satu pihak 

atas pihak yang lain. 

b. Yielding (Mengalah) 

Menurunkan aspirasi atau gagasan pribadi  serta berusaha menerima 

kekurangan yang diinginkan. 

c. Problem Solving (Pemecahan Masalah) 

Mencari alternatif lain yang disepakati oleh kedua belah pihak 

berdasarkan keputusan masing-masing. 

d. Withdrawing (Menarik Diri) 

Memutuskan untuk tidak mengikuti lebih lanjut sengketa yang terjadi, 

baik secara fisik maupun psikologis. 
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 Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan 

Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin”, Jurnal Hukum 

Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro Semarang. Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 807. 
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e. In Action (Diam) 

Kedua belah pihak tidak melakukan apa pun.
15

 

Hubungan teori penyelesaian sengketa dengan penelitian ini 

berkaitan dengan bantuan hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara 

negara dalam penyelesaian perkara perdata apakah berjalan secara efektif 

atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk melihat bagaimana efektivitas 

terhadap penyelesaian sengketa pada perkara perdata nonlitigasi sehingga 

sengketa atau perkara perdata tersebut dapat terjadi, serta dapat 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, meninjau 

solusi apa yang akan diberikan, dan kebebasan bagi para pihak untuk 

menyampaikan pendapatnya. 

 

G.  Metode Penelitian 

Menurut Untung Nugroho metode penelitian itu sendiri merupakan 

beberapa kumpulan kegiatan  serta prosedur dan tata cara yang digunakan 

suatu subjek secara disiplin.
16

 Metode penelitian  adalah suatu prinsip serta 

tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah: 
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 Ibid, hlm. 808. 
16

 Untung Nugroho, 2018, Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani, 

Purwodadi, CV. Sarnu Untung, hlm.1. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 

deskriptif, dengan memanfaatkan bahan hukum primer yang bersifat 

mengikat berupa peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan 

objek penelitian, kemudian bahan hukum sekunder yang memberikan 

penjelasan lebih lanjut  mengenai bahan hukum primer  yang berupa 

rancangan terhadap Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari 

kalangan hukum, dan terakhir bahan tersier untuk memperjelas bahan 

hukum sekunder  dan bahan hukum primer berupa internet, dan sumber 

data lainnya. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Ada pun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach). 

Pendekatan ini merupakan metode yang biasa digunakan untuk penelitian 

hukum yang dilaksanakan dengan menganalisis peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji dalam 

penelitian tersebut. Pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan 

menganalisis semua Undang-Undang serta regulasi yang memiliki 

hubungan dan fakta isu hukum yang sedang dikaji.
17
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 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum,  Jakarta, PT 

Raja Grafindo Persada, hlm. 164. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari Bahan Hukum 

Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier, Penjelasan 

dari ketiga bahan hukum tersebut yakni : 

a. Bahan Hukum Primer 

Peraturan perundang-undangan sebagai materi hukum yang melatar 

belakangi fenomena penelitian, dalam penelitian ini peraturan perundang-

undangan yang digunakan yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang 

kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998. 

3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, 

Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum 

Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

4. Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil 

penelitian, hasil karya ilmiah (buku, pendapat para ahli, jurnal, internet, 

serta tesis atau skripsi yang memiliki kaitan dengan penulisan ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang dari bahan 

hukum sekunder yang memiliki bertujuan memberikan pemahaman 

terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier  yang 

digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan 

Kamus Hukum. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum yang 

bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, publikasi serta dokumen 

resmi yang berkaitan dengan permasalahan untuk disajikan dalam skripsi. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini 

menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif yang mengumpulkan data 

dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh ke dalam bentuk uraian 

yang kemudian disusun secara sistematis. Penelitian Kualitatif  dapat 
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menganalisis  norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan serta norma-norma yang hidup di lingkungan masyarakat. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dicari 

kesimpulannya dan disusun berdasarkan tujuan penelitian. Kesimpulan 

yang dimaksud adalah jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah 

yang ditulis secara singkat dan padat tentang kebenaran penelitian. 

Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara deduktif yaitu pengambilan 

kesimpulan dari pernyataan bersifat umum kemudian di ikuti oleh 

pernyataan bersifat khusus untuk mengambil ini sari dari penelitian ini. 
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